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ABSTRAK

Yogi Agung Prabowo. 201910115192. Pertanggungjawaban Pidana Obstruction
Of Justice Kasus Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam menjalani profesinya, advokat memiliki hak istimewa namanya hak
imunitas karena tidak bisa dikenakan hukuman secara pidana, perdata atau
administratif, akan tetapi hak imunitas tersebut baru berlaku ketika advokat sedang
menjalankan tugasnya membela kepentingan klien secara proporsional sesuai
kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta masih dilakukan dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam
Kode Etik Advokat. Akan tetapi tindakan membela kliennya ini terkadang menjadi
suatu tindakan yang berlebihan seperti menghalangi proses penyidikan dan dikenal
sebagai Obstruction Of Justice seperti dalam kasus Eddy Sindoro tersangka kasus
korupsi yang dibantu oleh terdakwa atas nama Lucas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai pembuktian terhadap
unsur-unsur tindakan obstruction of justice  dalam Putusan Nomor 76
PK/Pid.Sus/2021 dan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim mengenai
pertanggungjawaban pidana Advokat ketika terjadi obstruction of justice dalam
Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode
penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus
dan konseptual melalui studi kepustakaan dan analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pembuktian obstruciton of justice dalam
kasus korupsi oleh tersangka Eddy Sindoro yang melibatkan terdakwa atas nama
Lucas dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang memberikan saran untuk tidak
kembali ke Indonesia dan membuat serangkaian tindakan yang dibantu oleh Dina
Soraya yang kemudian melibatkan beberapa pihak terkait termasuk didalamnya
adalah petugas imigrasi untuk bisa membantu Eddy Sindoro bisa lolos keimigrasin
Indonesia, keterlibatan terdakwa dalam hal ini sudah membuktikannya sebagai
perbuatan obstruciton of justice dan untuk Penerapan putusan bebas oleh hakim
dalam putusan akhir tidak mencerminkan tujuan dari penengakan hukum, karena
Majelis Hakim yang terlalu berfokus pada tindakan terdakwa yang hanya memberi
saran dimana menurut pertimbangan hukum hakim bahwa tindakan memberikan
saran tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana sehingga tidak memenuhi
perbuatan nyata suatu tindak pidana atau tidak ada aksi tertentu untuk memenuhi
ketentuan formil maupun materil suatu tindak pidana, dalam hal ini Majelis Hakim
telah mengesampingkan tindakan terdakwa yang telah menyuruh Dina Soraya yang
melibatkan beberapa pihak terkait termasuk petugas imigrasi dengan maksud dan
tujuan agar Eddy Sindoro selaku tersangka kasus tindak pidana korupsi bisa masuk
dan keluar wilayah Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan imigrasi.

Kata kunci: Obstruction of Justice, Tindak Pidana Korupsi, Hak Imunitas.
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ABSTRACT

Yogi Agung Prabowo. 201910115192. Criminal Accountability for Obstruction of
Justice in Corruption Cases is reviewed from Law Number 20 of 2001 Corruption
LEradication Commission.

In carrying out their profession, advocates have a special privilege called the right
of immunity because they cannot be punished criminally, civilly or administratively,
however, this right to immunity only applies when the advocate is carrying out his
duties to defend the client's interests proportionally according to needs and not in
conflict with statutory regulations. the invitation is valid and is still carried out
within the ethical limits as regulated in the Advocate Code of Ethics. However, this
act of defending his client sometimes becomes an excessive act, such as obstructing
the investigation process and is known as Obstruction Of Justice, as in the case of
Eddy Sindoro, a suspect in a corruption case who was assisted by the defendant on
behalf of Lucas.

The aim of the research is to find out about the evidence for the elements of
obstruction of justice in Decision Number 76 PK/Pid.Sus/202 1 and to find out about
the judge's conmsiderations regarding the criminal liability of Advocates when
obstruction of justice occurs in Decision Number 76 PK/Pid. Sus/2021 is based on
Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption
Crimes. The research method is normative juridical with legal, case and conceptual
approaches through literature study and qualitative analysis.

The results of the research obtained are that the proof of obstruction of justice in
the corruption case by the suspect Fddy Sindoro involving the defendant on behalf
of Lucas can be seen from the defendant's actions in giving advice not to return to
Indonesia and taking a series of actions assisted by Dina Soraya which then
involved several related parties. including immigration officers to be able to help
Eddy Sindoro pass through Indonesian immigration, the involvement of the
defendant in this case has proven it to be an act of obstruction of justice and the
implementation of the acquittal decision by the judge in the final decision does not
reflect the aim of law enforcement, because the Panel of Judges is too focused in
the defendant's actions which only give advice where according to the judge's legal
considerations the act of giving advice is not included in a criminal act so that it
does not fulfill the actual act of a criminal act or there is no specific action to fulfill
the formal or material provisions of a criminal act, in this case the Panel of Judges
has set aside the actions of the defendant who had ordered Dina Soraya to involve
several related parties including immigration officers with the aim and purpose of
ensuring that Fddy Sindoro, as a suspect in a criminal corruption case, could enter
and leave Indonesian territory without carrying out an immigration inspection.

Keywords: Obstruction of Justice, Corruption Crimes, Right to Immunity.
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MOTTO

“Musubh terbesar ialah diri sendiri, harus berani melawan rasa malas dan tidak

mudah untuk menyerah dan jangan membatasi diri untuk belajar hal apapun.”
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